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Menimbang : a . bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan 
sa lah sa tu u n s u r manajemen Pemerintah yang 
penting dalam rangka mewujudkan tata 
kepemerintahan yang balk; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata 
kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasi l 
guna, bersih dan bertanggung j awab diper lukan 
adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) yang berkual i tas ; 

c. bahwa u n t u k me laksanakan tugas-tugas pengawasan 
tersebut m a k a per lu menetapkan Pedoman 
Penyelenggaraan Pengawasan di L ingkungan 
Inspektorat Kabupaten Karanganyar ; 

d. bahwa u n t u k m a k s u d tersebut pada h u r u f a , b, dan c 
ditetapkan Peraturan Inspektur Kabupaten 
Karanganyar tentang Pedoman Penyelenggaraan 

! Pengawasan di L ingkungan Inspektorat Kabupaten 
I Karanganyar . 

Mengingat : 1. Undang-Undang No 13 T a h u n 1950 tentang 
Pemer intahan Daerah Kabupaten da lam L ingkungan 
Propinsi D jawa Tengah 

2. Undang-Undang Republ ik Indonesia Nomor 28 
T a h u n 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang 
B e r s i h dan Bebas dar i Korups i , Ko lus i dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Republ ik Indonesia Nomor 17 
T a h u n 2003 tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Republ ik Indonesia Nomor 1 
T a h u n 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

5. Undang-Undang Republ ik Indonesia Nomor 15 
T a h u n 2004 tentang Pemer iksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Republ ik Indonesia Nomor 23 
T a h u n 2014 tentang Pemer intahan Daerah; 

7. Pera turan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2008 tentang 
j S is tem Pengendalian Intern Pemerintah; 

8. I n s t r u k s i Presiden Nomor 5 T a h u n 2004 tentang 
Percepatan Pemberantasan Korups i ; 

9. Pera turan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 ; 
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10. Pera turan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi B i rokras i Republ ik Indonesia Nomor 19 
T a h u n 2009 tentang Pedoman Kendal i Mutu Audit 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

M emperhat ikan Pemerintah Indonesia 

Menetapkan 

K E S A T U 

K E D U A 

K E T I G A 

Standar Audit Intern 
Nomor: S - 8 7 9 / D 2 / J F / 2 0 1 3 . 

MEMUTUSKAN 

Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan di L ingkungan 
Inspektorat Kabupaten Karanganyar sebagaimana 
tercantum da lam Lampi ran Pera turan in i . 

Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan di L ingkungan 
Inspektorat Kabupaten Karanganyar , sebagaimana 
d imaksud dalam D ik tum ke S a t u merupakan panduan 
bagi Inspektorat Kabupaten Karanganyar guna 
memast ikan bahwa audit yang d i l aksanakan sesuai 
dengan Kode E t i k dan Standar Audit . 

Pe ra turan in i mu la i ber laku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 2 1 September 2017 

INSPEKTUR 
KABUPATEN KARANGANYAR 

Drs. SUCAHYOL MM 
Pembina UtaiW Muda 
NIP. 19620106 198903 1 010 



LAMPIRAN: PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN 
KARANGANYAR TENTANG PEDOMAN 
PENYELENGARAAN PENGAWASAN 
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT 
KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR 
TANGGAL : 21 September 2017 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR 

A. Umnm 
Peran auditor in terna l pemerintah d iharapkan mu la i bergeser dar i sekedar 
post the facts (mengungkap fakta a tau temuan kesalahan) menjadi 
anticipation before the facts (me lakukan t indakan ant is ipas i sebelum 
kesa lahan benar-benar terjadi). Un tuk mencapai kondis i tersebut 
d iper lukan pendekatan audi t berbasis r is iko {risk-based audit approach) 
yang membutuhkan ker jasama antara fungsi manajemen r is iko pada un i t 
organisasi (manajemen) dengan fungsi audit intern, sehingga r is iko dapat 
terus menerus dimonitor dan dikelola secara proakti f sebelum benar-
benar terjadi dan membahayakan pencapaian tu juan organisasi . 
Paradigma di atas sejalan dengan Standar Audi t 3100 yang mengatur 
bahwa "Kegiatan Audi t Intern ha rus dapat mengevaluasi dan memberikan 
kontr ibus i pada perbaikan tata kelola sektor publ ik, manajemen r is iko, 
dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan sistematis dan 
disipl in". Oleh ka r ena i tu , da lam konteks pergeseran peran tersebut di 
atas, Inspektorat Kabupaten Karanganyar se l aku Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) di l ingkungan Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar me l aksanakan tugas pengawasan intern yang mencakup 
peran pemberian keyak inan (assurance) dan konsu l tas i (consulting) yang 
da lam perencanaan m a u p u n pe laksanaannya keduanya menggunakan 
pendekatan audi t berbasis r is iko. Kedua peran tersebut d iu ra ikan sebagai 
berikut. 

1 . Peran pemberian keyak inan . 
Peran pemberian keyak inan d iwujudkan da lam berbagai kegiatan 
meliputi audi t/pemer iksaan, evaluasi , rev iu dan monitoring. Penugasan 
pemberian keyak inan d i l aksanakan da lam bentuk t im mandir i yang 
ditetapkan oleh Inspektur mela lui sura t penugasan. Secara u m u m 
s u s u n a n t im mand i r i sebagai berikut, n a m u n demik ian d imungk inkan 
dibentuk dengan s u s u n a n yang berbeda menyesua ikan dengan 
kebutuhan dan d inamika organisasi. S u s u n a n t im mand i r i d imaksud 
ya i tu : 
1) Inspektur berperan sebagai Pengendali Mu tu (PM)/Penanggung 

J a w a b . 
2) Inspektur Pembantu berperan sebagai Penanggung J a w a b Pembantu; 
3) Audi tor/P2UPD Madya berperan sebagai Pengendali Tekn i s (PT); 
4) Audi tor/P2UPD Muda berperan sebagai Ke tua T i m (KT); 
5) Audi tor/P2UPD Pertama P2UPD berperan sebagai Anggota T i m (AT). 
S u s u n a n T i m mand i r i menggunakan r u m u s gugus tugas 1:2.6 yang 
terdiri dar i 1 (satu) Pengendali Tekn is membawahi maks ima l 2 (dua) 
Ke tua T i m dan masing-masing Ke tua T i m membawahi maks ima l 3 (tiga) 
Anggota T i m . Da l am ha l penugasan da lam bentuk t im mandir i 
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memer lukan j u m l a h dan kompetensi auditor yang berbeda, s u s u n a n 
t im dapat d i sesua ikan . Da lam ha l t idak terdapat auditor yang sesuai 
dengan jen jang j aba tannya u n t u k me laksanakan peran penugasan 
da lam t im mandi r i , peran tersebut dapat d i l aksanakan oleh auditor 
yang berada 1 (satu) t ingkat di a tas jenjang j aba tannya . 
Setiap peran tersebut di a tas diatur da lam Kepu tusan Inspektur 
Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Kendal i Mu tu di l ingkungan 
Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Adapun pengaturan peran 
tersebut secara r inc i sebagai b e r i k u t : 

J a b a t a n / N a m a Pe ran Kete rangan 
Inspektur Pengendali 

Mutu / Penanggungjawab 
Pejabat Struktural 

2 Inspektur Pembantu Penanggung Jawab 
Pembantu 

Pejabat Struktural 

3 Auditor/ P2UPD / Audiwan 
Madya 

Pengendali Teknis /Ketua 
Tim 

Fungsional 
Auditor/ P2UPD/Audiwan 

t Auditor / P2UPD / Audiwan 
Muda 

Ketua Tim/ Anggota Tim Fungsional 
Auditor/P2UPD/Audiwan 

5 Auditor/ P2UPD /Audiwan 
Pertama 

Anggota Tim Fungsional 
Auditor/P2UPD/Audiwan 

I N S P E K T U R 
Pengendali Mutu/Penanggung J a w a b Pengawasan 

I R B A N 1 IRBAN 2 IRBAN 3 
Penanggung J a w a b Pembantu 

I R B A N 4 

Da ln i s PFA Da ln is PFA Da ln i s PFA Da ln is 
K T PFA K T PFA K T PFA K T 
K T PFA K T PFA K T PFA J K T 

PFA A T PFA AT PFA AT PFA A T 
A T PFA 1 AT PFA A T PFA AT 
A T uPP'A 1 AT PFA A T PFA 2^ AT ^ 

PjFA A T PFA 1 A T PFA A T ' 
A T PFA AT PFA AT PFA 
A T PFA ' AT PFA A T PFA 

2. Peran Konsu l tas i [consulting) 
Peran konsu l tas i dapat berupa layanan konsu l tas i , bimbingan teknis, 
as istensi/pendampingan, dan sosial isasi . L a y a n a n konsul tas i d iatur 
da lam S O P L a y a n a n Konsul tas i . Penugasan bimbingan teknis, 
as istensi/pendampingan, dan sosia l isasi da lam pe laksanaannya 
d i l aksanakan berdasarkan Sura t Tugas Inspektur dengan 
mempert imbangkan ruang l ingkup konsutas i . 

B. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 
Se lu ruh r encana kegiatan pengawasan intern ba ik peran pemberian 

keyak inan m a u p u n peran konsul tas i secara u m u m di tuangkan da lam 
Program Ker ja Pengawasan T a h u n a n (PKPT) yang ditetapkan dengan 
Keputusan B u p a t i Karanganyar . Sehingga P K P T merupakan produk akh i r 
dar i sebuah perencanaan pengawasan. 

Da l am Standar Audi t 3010 diatur bahwa "P impinan APIP ha rus 
menyusun r encana strategis dan rencana kegiatan audi t intern t ahunan 
dengan prioritas pada kegiatan yang mempunya i r is iko terbesar dan 
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selaras dengan tu juan APIP". Standar tersebut mengisyaratkan 
d i l akukannya pr ior i t isasi da lam pengawasan intern. Se la in i tu , adanya 
keterbatasan sumber daya juga menjadi latar belakang pengelolaan 
akt iv i tas pengawasan h a r u s d i l akukan berdasarkan prioritas agar 
memperoleh has i l yang optimal da lam member ikan j a m i n a n secara 
obyektif terhadap akt iv i tas pemerintah daerah dan perangkat daerah. 
Pendekatan yang d i l akukan adalah mela lui penerapan perencanaan audit 
berbasis r is iko [risk-based audit plan). 

Audit berbasis r is iko [risk-based audit) sendir i ada lah sua tu 
perencanaan dan pe laksanaan audit berdasarkan prioritas r is iko tertinggi 
yang berhas i l di identi f ikasi pada tingkat audit universe m a u p u n pada 
auditable unit sehingga akt iv i tas internal audit dapat member ikan sua tu 
j a m i n a n yang obyektif secara optimal terhadap pencapaian tu juan 
organisasi. B e r d a s a r k a n pendekatan in i d iharapkan Inspektorat a k a n 
lebih terarah da lam membuat s u a t u perencanaan j a n g k a menengah a tau 
rencana audi t u n t u k t ahun berjalan mela lui PKPT . Penerapan 
perencanaan audi t berbasis r is iko da lam P K P T h a r u s mengacu pada 
rencana strategis dan kebi jakan pengawasan yang telah ditetapkan. 

Secara u m u m tahapan audit berbasis r is iko ya i tu : 
1. Tahap I : Inspektorat me l akukan peni la ian kematangan penerapan 

manajemen r is iko un i t organisasi . Da lam h a l in i auditor memast ikan 
bahwa risk register (dokumentasi/daftar risiko) yang sudah dimi l ik i 
perangkat daerah dapat di jadikan sebagai dasar perencanaan audit. 

2. Tahap I I : Inspektorat menetapkan r is iko dan audit universe serta 
men5aisun r encana audit t ahunan (PKPT) u n t u k pe laksanaan audit. 

3. Tahap I I I : Inspektorat me laksanakan audit berbasis r is iko indiv idual 
dan u m p a n bal ik has i l audit dan melaporkan has i l audit . 

Adapun tahapan perencanaan audit berbasis r is iko sebagai b e r i k u t : 
1. Penetapan Audit Universe 

Berdasa rkan daftar r is iko [risk register) yang d i s u s u n audit i dan telah 
• dini la i t ingkat kematangannya, Inspektorat men jmsun audit universe. 

Audit universe ada lah peta komprehensi f tentang audit i dan berbagai 
variabel terkai t dengan audit i , menyangkut kepentingan audit yang 
dibangun oleh auditor berkenaan dengan se lu ruh proses audit dan 
sesua i dengan tu juan audit. Audit universe memungk inkan auditor 
u n t u k me l aksanakan perencanaan audit , strategi audit , pendekatan 
audit , penerapan teknik audit , perancangan output audit , pengendalian 
r is iko audit , dan kepentingan audit la innya. 
Audit universe d i tuangkan da lam s u a t u profile yang d ikenal sebagai 
profile audit universe. Profil in i t idak saja terbatas pada un i t kerja 
tertentu tetapi dapat berkembang a t au d ikembangkan sesua i dengan 
tu juan a t au sasa ran audit dan cakupan audit . Pemahaman secara 
benar dan s is tem dokumentas i yang baik a tas profile audit universe 
a k a n sangat membantu auditor da lam mengidentif ikasi r is iko b e r i k u t : 
a. R is iko apa sa ja yang mungk in a k a n dihadapi? 
b. Bag ian/uni t organisasi m a n a saja yang memi l ik i r is iko tinggi? 
c. S is tem pengendalian m a n a saja yang dianggap c u k u p kuat , a tau 

sebal iknya? 
d. Dampak apakah yang mungk in d i t imbulkan ka r ena ke lemahan 

sistem pengendalian intern? 
e. Pengidenti f ikasian rekomendasi potensial apakah yang dapat 

d iber ikan? 
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2. Penyusunan Profile Audit Universe 
Agar menjadi lebih operasional profile audit universe u n t u k sua tu 
perencanaan pengawasan b iasanya d i jabarkan menjadi audit master 
plan. Audit master plan b iasanya d ikenal sebagai Rencana Induk 
Pengawasan dengan j a n g k a w a k t u 1 t ahun , 3 t a h u n a tau 5 t ahunan 
tergantung besar kec i lnya lembaga pengawasan. Audi t master plan yang 
d i s u s u n berdasarkan r is iko audit a k a n menghas i lkan : 
a . S u a t u peta t i t ik-t i t ik kr i t i s dar i setiap akt iv i tas da lam organisasi 

tertentu dan t i t ik kr i t i s dar i luar organisasi yang relevan dengan 
tu juan audit . 
Rancangan strategi audit yang tepat dan b a h k a n merancang sejak 
awa l a r a h rekomendasi , ha l in i memberi dampak positif audit 
lapangan (field audit) yang m in imum, sehingga audi t lapangan 
d i l aksanakan dengan efisien. 

T i i j uan da lam penyusunan profile audit universe ada lah da lam rangka 
menghas i lkan perencanaan yang mencakup : 
a . j en i s audi t yang a k a n d i l aksanakan ; 
b. j adwa l pe laksanaan audit; 
c. w a k t u yang d ibu tuhkan (hari a tau j a m audit ) ; 
d. r is iko-r is iko yang a k a n didalami secara k h u s u s da lam setiap audit; 
e. s u s u n a n t im dan personil yang a k a n d i tugaskan. 
Terdapat d u a faktor yang dapat menjadi a lat ana l i s i s y a k n i t ingkat 
pentingnya masa l ah dan kondis i intern calon audit i . Adapun u n s u r -
u n s u r n y a terdir i dar i : 
a. T ingkat pentingnya masa lah : 

1) w a k t u audi t te rakhir ka l i d i l aksanakan ; 
2) besarnya dana yang dikelola; 
3) perhat ian masyarakat/publ ik ; 
4) perubahan yang mendasar terhadap akt iv i tas, program, s istem dan 

pengendalian; 
5) permintaan p ihak manajemen. 

b. Kondis i intern calon audit i ya i tu : 
1) kua l i t as s istem pengendalian intern audit i ; 
2) integritas manajemen; 
3) ukuran/besa r kec i lnya kegiatan dan akt iv i tas entitas; 
4) penggunaan dan kua l i tas s istem informasi. 

3. P i n y u s u n a n P K P T 
PKPT d i s u s u n berdasarkan profile audit universe yang ada. PKPT berisi 
tentang berbagai macam informasi terkait r encana audi t di t ahun 
se lanjutnya, an ta ra la in : 
a . Nama obyek u n i t yang a k a n diaudit; 
b. Kapan audi t a k a n d i l aksanakan ; 
c. Sumber daya yang d ibutuhkan , meliputi w a k t u yang d ibutuhkan 

u n t u k me l aksanakan audit, j u m l a h dan s u s u n a n t im audit, dan 
j u m l a h d a n a yang d ibutuhkan . 

Pen5aisunan P K P T diawal i dengan penyusunan rancangan/usu lan PKPT 
oleh Sekretar is bersama Kasubag Perencanaan, se lanjutnya 
d ikoordinasikan dengan Inspektur Pembantu dan Pengendali Tekn is 
sebelum disetujui oleh Inspektur dan ditetapkan oleh Bupa t i . Tahapan 
penyusunan P K P T d i tuangkan dalam SOP Penyusunan PKPT dalam 
lampiran Kepu tusan in i . 
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I 
C. Pelaksanaan Aktiv i tas Pengawasan 

1. Akt iv i tas Pember ian Keyak inan 
a. Kegiatan Pemer iksaan (Pemeriksaan Operasional/Pemeriksaan 

Reguler/Pemeriksaan Komprehensif, Pemer iksaan Kiner ja, 
Pemer iksaan Dengan T u j u a n Ter tentu/PDTT, Pemer iksaan 
Kasus/Penanganan Pengaduan Masyarakat , Pemer iksaan K h u s u s ) , 
E v a l u a s i , Rev iu dan Penyelesaian T indak lan ju t Has i l Pemer iksaan. 
Auditor d iber ikan kewenangan u n t u k mengakses se luruh 
informasi/s istem informasi, catatan, dokumentas i , aset, personil dan 
t idak ada intervensi dan pembatasan ruang l ingkup pada saat 
pe laksanaan pemer iksaan sebagaimana d iatur da lam Piagam Audit 
In tern Inspektorat Kabupaten Karanganyar . Auditor ha rus 
independen (terbebas dar i segala kondis i yang mengancam 
kemampuan da lam bert indak obyektif /t idak bias) da lam setiap 
pe laksanaan pengawasan. 
1) Tahapan Pemer iksaan Secara U m u m 

a) Pemer iksaan adalah proses kegiatan yang bertujuan u n t u k 
meyak inkan t ingkat kesesua ian an ta ra s u a t u kondis i yang 
menyangkut kegiatan dar i s u a t u entitas dengan kr i ter ianya, 
d i l a k u k a n oleh auditor yang kompeten dan independen dengan 
mendapatkan dan mengevaluasi bukt i -bukt i pendukungnya 
secara s istematis , anal i t is , kr i t i s , dan selektif, guna memberikan 
pendapat a t au s impulan dan rekomendasi kepada p ihak yang 
berkepentingan. 

b) Pemer iksaan d i l aksanakan mela lui tahapan pe rumusan tu juan 
audit , P enyusunan Program Ker ja Pemer iksaan (PKP), 
Pe laksanaan PKP , Penyusunan Ker tas Ker ja Pemer iksaan (KKP), 
Penyimpulan/Pelaporan Has i l Pemer iksaan. 

c) Survey Pendahu luan d i l akukan u n t u k mendapatkan gambaran 
u m u m mengenai audit i , peraturan perundang-undangan yang 
ber laku, dan Ia in- la in serta mendapatkan gambaran mengenai 
kegiatan operasional yang diaudit, t e rmasuk mendapatkan 
kr i ter ia -kr i ter ia yang d iper lukan. 

d) Pemahaman dan Pengujian s istem pengendalian intern (SPI) 
d i l a k u k a n u n t u k meni la i keanda lan dan kerentanan SP I pada 
aspek kegiatan yang diaudit terhadap terjadinya kecurangan, 
keke l i ruan , kesa lahsa j ian dan sebagainya. 

e) Audi t l an jutan/r inc i , d i l akukan u n t u k : 
- menguji secara mendalam apakah terdapat : 

ket idakekonomisan, ketidakef isienan, ketidakefektifan da lam 
s u a t u kegiatan/fungsi/program ; 

- U n t u k memperoleh bukt i -bukt i guna mendeteksi dan 
membukt ikan secara j e las mengenai ada a t au t idak adanya 
inef is iensi , inekonomis, dan inefektif dar i s u a t u 
kegiatan/fungsi/program. 

- Member ikan rekomendasi perbaikan yang d iper lukan. 
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i Jika tidak terungkap TAO, tidak dijumpai temuan ber-
; arti atau tidak mendukung AO, audit ditientikan 
j dan SNSiin lanoran tanna tfimiian 

* " — — . TLr . . ' j iffiiftfec^cx— — " ' " * — — — — — — — — — — — — — . 

Keterangan 
- PAO : Potensial Audit Objective/Data. Awal . 
- TAO : Tentative Audit Objective/Simpulan Pengujian SPM. 
- FAO : Firm Audit Objective/Temuan Sementara . 
- AO : Audit Objective/Temuan Has i l Audit . 

2) Pemer iksaan Operasional/Pemeriksaan Reguler/ Pemer iksaan 
Komprehensi f 
Kegiatan Pemer iksaan Operasional/Pemeriksaan 
Reguler/Pemeriksaan Komprehensi f d i l akukan berdasarkan 
kode etik dan standar audit serta ana l i s i s has i l pengawasan 
terhadap atr ibut-atr ibut temuan has i l audi t yang meliputi 
kondis i , kr i t e r ia yang d igunakan, akibat , sebab dan 
rekomendasi yang diber ikan. Ruang l ingkup pemer iksaan in i 
mel iputi aspek kebi jakan, tugas pokok fungsi, aspek keuangan, 
aspek sumber daya manus ia , dan aspek s a r a n a prasarana . 
Laporan has i l pemer iksaan h a r u s mencan tumkan kode etik dan 
s tandar audi t yang d igunakan. Pengklas i f ikasian temuan/kode 
t emuan ada lah : 
a) T e m u a n ket idakpatuhan terhadap pera turan (kerugian 

negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, 
kekurangan pener imaan negara/daerah, admin is t ras i dan 
ind ikas i t indak pidana). 

b) T e m u a n ke lemahan sistem pengendalian intern (kelemahan 
s is tem a k u n t a n s i dan pelaporan, ke lemahan sistem 
pengendalian pe laksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja, ke lemahan s t ruk tur pengendalian intern) 

c) T e m u a n 3 E (ketidakhematan/pemborosan 
/ket idakekonomisan, ketidakef isienan dan ketidakefektifan). 

Perencanaan audit , penyusunan rencana dan program kerja 
audit, supervis i audit, pe laksanaan audit, dan pelaporan audit 
berpedoman pada Keputusan Inspektur tentang Pedoman 
Kendal i Mu tu Audit di l ingkungan Inspektorat Kabupaten 
Karanganyar . 

3) Pemer iksaan Kiner ja 
Pemer iksaan kiner ja ada lah pemer iksaan yang d i l akukan 
berdasarkan kode etik dan standar audi t atas pe laksanaan 
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tugas dan fungsi dalam s u a t u program/kegiatan yang menilai 
aspek k iner ja ya i tu ketepatan sasa ran , ketepatan j u m l a h , 
ketepatan w a k t u , ketepatan penggunaan dan ketepatan 
admin is t ras i u n t u k mengindentif ikasi ke lemahan dan hambatan 
pencapaian k iner ja dan member ikan rekomendasi j i k a di jumpai 
ke lemahan da lam ka i tannya dengan peningkatan efektivitas dan 
efisiensi pe laksanaan tugas dan fungsi da lam sua tu 
program/ kegiatan. 
Audi t d i l a k u k a n berdasarkan Standar Audi t Aparat Pengawasan 
In te rn Pemerintah dan prosedur la in yang dipandang perlu, 
mel iput i : 
a) Review atas semua dokumen pe laksanaan. 
b) Menggunakan teknik wawancara . 
c) Menggunakan daftar kuesioner. 
d) Me lakukan observasi lapangan. 
Perencanaan audit , penyusunan rencana dan program kerja 
audit , supervis i audit, pe laksanaan audit , dan pelaporan audit 
berpedoman pada Keputusan Inspektur tentang Pedoman 
Kendal i Mu tu Audit di l ingkungan Inspektorat Kabupaten 
Karanganyar . 

4) Pemer iksaan dengan T u j u a n Ter tentu (PDTT)/ Pemer iksaan 
Kasus/Penanganan Pengaduan Masyaraka t /Pemeriksaan 
K h u s u s . 
Pemer iksaan Dengan T u j u a n Ter tentu (PDTT)/ Pemer iksaan 
Kasus/Penanganan Pengaduan Masyarakat /Pemeriksaan 
K h u s u s ada lah pemer iksaan yang d i l a k u k a n berdasarkan kode 
etik dan standar audit atas audit di lua r Pemer iksaan 
Operasional/Pemeriksaan Reguler/Pemeriksaan Komprehensi f 
dan Pemer iksaan Kiner ja dengan ruang l ingkup yang lebih 
spesif ik yang bertujuan u n t u k member ikan s impu lan atas s u a t u 
h a l yang d iper iksa, meliputi an ta ra la in : 
a) Pemer iksaan investigatif; 
b) Pemer iksaan terhadap masa lah yang menjadi fokus perhat ian 

kepa la daerah; 
c) Pemer iksaan ketaatan {compliance audit); 
d) Pemer iksaan atas t indak kecurangan {fraud audit); 
e) Pemer iksaan atas kegiatan melawan h u k u m [illegal act audit); 
f) Memproses penyelesaian T P / T G R ; 
g) Pemer iksaan atas berbagai ind ikas i pemborosan [waste, 

abuse) 
h) Pemer iksaan k a s u s terhadap adanya pengaduan masyarakat 

terkait dugaan penyimpangan da lam pengelolaan aset, 
pe layanan publ ik, pe laksanaan pemer intahan, dan la in 
sebagainya. 
(1) Pemer iksaan k a s u s atau/penanganan pengaduan 

masyaraka t adalah pemer iksaan yang d i l akukan 
berdasarkan laporan dar i masyaraka t mengenai adanya 
ind ikas i terjadinya penyimpangan, korups i , ko lus i dan 
nepotisme yang d i l akukan oleh aparat pemerintah dan 
a t au aparat pemerintah daerah da lam penyelenggaraan 
pemerintahan. 
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(2) R u a n g l ingkup penanganan pengaduan masyarakat 
mel iput i dugaan: 
- Penyalahgunaan wewenang; 
- Hambatan dalam pelayanan masyarakat ; 
- Korups i , ko lus i dan nepotisme; dan 
- Pelanggaran disipl in pegawai. 

(3) Pengaduan masyarakat d imaksud bersumber dar i : 
- Badan/lembaga/instans i pemerintah daerah; 
- B a d a n h u k u m ; 
- Par ta i politik; 
- Organisas i masyarakat 
- Media masa ; dan 
- Perseorangan. 

(4) Has i l penanganan ada lah kes impu lan yang memuat 
terbukt i a t au t idak terbukt inya aduan , yang dibuat da lam 
bentuk surat/bab yang berisi : 
- Sumber pengaduan 
- Materi pengaduan 
- F a k t a yang d i temukan 
- Ana l i s i s 
- Kes impulan ; dan 
- Rekomendasi 

i) Pemer iksaan K h u s u s 
Pemer iksaan k h u s u s adalah pemer iksaan yang d i l akukan 
berdasarkan : 
- Per intah/ disposisi bupati ; 
- T indak lan ju t rapat/koordinasi t ekn is/has i l ka j ian 

tertentu; 
- Pengembangan dar i Pemer iksaan Operasional/ 

Pemer iksaan Reguler/Pemeriksaan Komprehensi f dan 
Pemer iksaan Kiner ja . 

5) E v a l u a s i 
E v a l u a s i d i l a k u k a n secara berka la an ta ra la in terhadap : 
a) S i s tem Pengendalian Intern (SPI), d i l akukan dalam 

pendekatan audit dengan member ikan peni la ian kua t 
l emahnya pengendalian intern terhadap s u a t u entitas. 

b) E v a l u a s i S P I P ya i tu evaluasi yang d i l aksanakan u n t u k 
meni la i : 
- Pe laksanaan SP IP di perangkat daerah/uni t ker ja yang 

me l aksanakan SPIP , sa lah sa tunya dengan melihat 
dokumen Rencana T indak Pengendalian (RTP) yang berisi 
r encana penguatan l ingkungan pengendalian dan aktiv i tas 
pengendalian terkait peni la ian r is iko program/kegiatan 
yang a k a n d i l aksanakan ; 

- pebaikan yang telah d i l akukan terhadap ke lemahan 
l ingkungan pengendalian [control environment evaluation); 

- perba ikan yang telah d i l akukan u n t u k mengatasi r is iko. 
c) S t r u k t u r organisasi sehubungan dengan perubahan 

l ingkungan strategis. 
d) Akuntab i l i tas k iner ja ins tans i me la lu i E v a l u a s i SAK IP 

perangkat daerah. 
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6) Rev iu 
a) Rev iu Laporan Keuangan 

Rev iu atas laporan keuangan pemerintah daerah 
d i l aksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Da lam Negeri 
Nomor 4 T a h u n 2008 Tentang Pedoman Pe laksanaan Rev iu 
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Has i l reviu atas 
laporan keuangan berupa pernyataan telah direviu tanpa 
paragraf penjelas dan pernyataan telah direviu dengan 
paragraf penjelas serta laporan has i l rev iu (LHR). 

b) Rev iu Laporan Kine ja Ins tans i Pemerintah (LKjIP) 
Rev iu a tas Laporan Kine ja Ins tans i Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar d i l aksanakan bedasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 29 T a h u n 2014 tentang S is tem Akuntabi l i tas Kiner ja 
Ins t ans i Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Apara tur Negara dan Reformasi B i r ok ras i Nomor 53 T a h u n 
2014 tentang Petunjuk Tekn i s Perjanj ian Kiner ja , Pelaporan 
K iner ja dan T a t a C a r a Rev iu atas Laporan K iner ja Ins tans i 
Pemerintah. Has i l rev iu atas LK j I P berupa pernyataan telah 
direv iu serta laporan has i l rev iu (LHR) . 

c) Rev iu atas RKPD/Perubahan R K P D , Rencana Ker ja 
Perangkat Daerah/Perubahan Rencana Ker ja Perangkat 
Daerah , KUAPPAS/KUPA-PPAS Perubahan, RKA-Perangkat 
Daerah/RKA-Perangkat Daerah Perubahan dan RKA-
P P K D / R K A - P P K D . 
Pe laksanaan rev iu tersebut d i l aksanakan berdasarkan 
keb i jakan pengawasan dan peraturan perundangan terkait 
l a innya . 

d) Rev iu Pengelolaan Anggaran dna Pengadaan Barang dan 
J a s a Pemerintah. 

7) Pemantauan [Monitoring) 
Sesua i S tandar Audit Intern Pemerintah, Inspektorat dapat 
me l aksanakan kegiatan pemantauan berupa : 
a) Pemantauan T indak Lanjut Has i l Pemer iksaan; 
b) Pemantauan Terhadap Pe laksanaan Kebi jakan; 
c) Pemantauan Rea l isas i Penyerapan Anggaran dan Pengadaan 

B a r a n g dan J a s a ; 
d) Pemantauan Capa ian Kiner ja Ins tans i Pemerintah; 
e) Monitoring D a n a Transfer; 
f) Pemantauan Rencana A k s i Daerah Percepatan 

Pemberantasan Korups i (RAD-PPK) ; 
g) Pemantauan Rencana A k s i Koordinasi Superv is i dan 

Pencegahan (KORSUPGAH) T indak P idana Korups i , dan 
h) Pemantauan persidangan perkara p idana. 

8) Penyelesaian T indak lan jut Has i l Pemer iksaan 
a) Penyelesaian t indaklanjut has i l pemer iksaan adalah kegiatan 

mendorong serta me lakukan upaya percepatan yang 
d i l aksanakan atas penyelesaian t indaklanjut has i l 
pemer iksaan oleh obyek pemer iksaan. 
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3 . 

b) Kegiatan Penyelesaian t indaklanjut has i l pemer iksaan terdiri 
dar i Monitoring t indak lajut has i l pengawasan, koordinasi 
t indaklanjut has i l pengawasan, dan pendampingan 
penyelesaian has i l pengawasan 
- Monitoring t indak lajut has i l pengawasan d i l akukan dengan 

mel ihat penyelesaian t indaklanjut h a s i l pengawasan ke 
lo lasi obyek monitoring; 

- Koordinasi t indaklanjut has i l pengawasan d i l akukan dalam 
bentuk rapat ker ja/ rapat terbatas atas penyelesaian 
t indaklan jut has i l pengawasan; 

- Pendampingan penyelesaian has i l pengawasan adalah rapat 
koordinasi dengan obyek pemer iksaan yang d i l akukan 
da lam rangka penyelesaian t indaklanjut has i l pengawasan. 

\kt iv i tas/Peran Konsu l tas i 
Akt iv i tas konsu l tas i sangat bervar ias i bentuk dan sifatnya. 

Inspektorat Kabupaten Karanganyar menetapkan peran konsul tas i 
berupa l ayanan konsul tas i , ka j ian kebi jakan/permasalahan, 
bimbingan teknis , asistensi/pendampingan, dan sos ia l isas i . 

L a y a n a n konsu l tas i yang bersifat member ikan 
pert imbangan/pendapat kepada perangkat daerah/obyek konsul tas i 
dapat d i l a k u k a n secara langsung dan t idak langsung menjadi sa lah 
sa tu pe laksanaan pengawasan yang lebih mengedepankan fungsi 
pencegahan ter jadinya kesalahan/penyimpangan. Paradigma yang 
ingin d ibangun ada lah bahwa perangkat daerah dapat menempatkan 
pengawasan intern sebagai sesuatu ha l yang penting dan d ibutuhkan 
bagi manajemen yang dapat membantu tercapainya tu juan organisasi 
dengan baik. 

Auditor pada u m u m n y a berpengalaman me laksanakan tugas 
assurance dan memi l ik i pengetahuan yang dapat dibagi dengan 
perangkat daerah. Pengetahun auditor yang dapat d iber ikan terkait 
berbagai kr i ter ia/peraturan, manajemen r is iko, pengendalian internal , 
dan best practices. Auditor dapat 
membagikan / menyebarkan / mendes iminas ikan pengetahuan tersebut 
atas permintaan manajemen mela lui bimbingan teknis , pelat ihan, dan 
josia l isasi . 
' Auditor dapat berperan sebagai fasilitator. Peran fasilitator in i 
d i l aksanakan da lam bentuk pendampingan dan as is tens i . Auditor 
;elah berpengalaman da lam me lakukan ana l i s i s pengendalian yang 
d iper lukan u n t u k menangani sebuah r is iko. Da l am me lakukan 
pendampingan dan as is tens i . Auditor t idak boleh bert indak sebagai 
Dengambil k epu tusan yang menjadi tanggungjawab sa tuan kerja. 

Kegiatan konsu l tas i dapat berupa : 
a . Sos ia l i sas i dan as is tens i pengisian L H K P N dan L H K A S N ; 
b. Sos ia l ias i Zona Integritas dan Wi layah Bebas Korups i ; 
9. Sos ia l i sas i dan as is tens i implementasi SP IP . 

'engaturan Peran da lam S t ruk tu r Penyelesaian T indak lan ju t Has i l 
Pemer iksaan. 

Penyelesaian t indaklanjut has i l pemer iksaan adalah kegiatan 
mendorong serta me l akukan upaya percepatan yang d i l aksanakan 
atas penyelesaian t indaklanjut has i l pemer iksaan oleh obyek 
pemer iksaan. Kegiatan in i d i l aksanakan u tamanya oleh j a ja ran 
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Sekretar iat Inspektorat melalui monitoring, koordinasi dan 
pendampingan. 
a. Monitoring Has i l Pemer iksaan 

Monitoring d i l akukan dengan mel ihat penyelesaian t indaklanjut 
has i l pengawasan ke lokasi obyek monitoring. Adapun pengaturan 
peran yang d i l akukan dalam monitoring ditetapkan dengan sura t 
penugasan dar i Inspektur . 

b. Monitoring Has i l Pemer iksaan A P F La in . 
Monitoring Has i l Pemer iksaan A P F L a i n d i l aksanakan oleh Sub 
Bag ian E v a l u a s i dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan yang 
ber laku. 

c. Koordinasi t indaklan jut has i l pengawasan 
1) Rapat Koordinasi Pengawasan Intern 

- B e r d a s a r k a n pemutakhi ran data penyelesaian has i l 
pengawasan, terhadap temuan yang be lum di t indaklanjut i per 
j en i s Pemer iksaan APF , m a k a d i l akukan Rapat Koordinasi 
Pengawasan Sektoral setiap 1 (satu) bu lan sekal i . 

- Sekretar is bersama Kasubag E v a l u a s i dan Pelaporan dan 
Koordinator T L H P menyusun program ker ja Koordinasi 
Pengawasan Sektoral dengan menentukan j adwa l dan 
admin is t ras i rapat ked inasan (undangan, bahan rapat dan 
progres/perkembangan penyelesaian T L P F APF) 

- Program ker ja ditetapkan Sekretar is dan d iketahui Inspektur ; 
- Pe l aksanaan kegiatan d ibuka Inspektur , dipimpin oleh 

i Sekretar is serta difasi l itasi Subbagian U m u m dan Subagian 
I E v a l u a s i dan Pelaporan. 

- Notulensi Rapat d i l akukan di Subagian U m u m ; 
- Koordinas i teknis d i l akukan oleh masing-masing Koordinator 

i T L H P , Inspektur Pembantu, dan Pengendali T ekn i s J F A sesuai 
' dengan mater i t emuan dan obyek pemer iksaan; 

- Has i l koordinasi teknis d i s u s u n laporan yang dikompilasi di 
Subag ian E v a l u a s i dan Pelaporan u n t u k d i tentukan apakah 
d iper lukan pendampingan penyelesaian has i l pengawasan. 

2) Koordinasi Pengawasan E k s t e r n 
- B e r d a s a r k a n pemutakhi ran data penyelesaian has i l 

pengawasan, tehadap temuan yang be lum dit indaklanjut i per 
j en i s Pemer isaan APF , m a k a d i l akukan Rapat Koordinasi 
Pengawasan Sektoral setiap 1 (satu) bu lan sekal i . 

- Sekretar is bersama Kasubag E v a l u a s i dan Pelaporan dan 
Koordinator T L H P men5aisun program ker ja Koordinasi 
Pengawasan dengan A P F E k s t e r n (BPK, B P K P , Inspektorat 
Provinsi) dengan menentukan j adwa l dan admin is t ras i (Nota 
D inas , Penugasan serta bahan rapat dan 
progres/perkembangan penyelesaian T L P F A P F Lain) 

i . Pendampingan penyelesaian has i l pengawasan 
- Apabi la dianggap per lu d i l akukan pendampingan, Sekretar is 

menetapkan perangkat daerah yang penyelesaian has i l 
pemer iksaannya memer lukan pendampingan berdasarkan has i l 
Rapat Koordinasi Pengawasan Intern. 
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Prosedur Pemeriksaan Operasional/Pemeriksaan 
Reguler/Pemeriksaan Komprehensif, Pemeriksaan Kinerja, 
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). 
1. Pers iapan pemer iksaan 

a. Koordinasi r encana pemer iksaan 
I 1) Sekretar iat mela lui Sub Bag ian Perencanaan menyampaikan 

obyek pemer iksaan yang a k a n d iper iksa kepada Inspektur 
Pembantu sebagai Penanggung J a w a b Pembantu. 

2) Penanggung J a w a b Pembantu berkoordinasi dengan Pengendali 
T ekn i s u n t u k menentukan peran Ke tua T i m dan Anggota T i m 
u n t u k masing-masing obyek pemer iksaan yang a k a n diperiksa. 
Has i l koordinasi d isampaikan ke Sekretar iat mela lu i Sub Bagian 
Perencanaan; 

3) Sekretar iat mela lui Sub Bag ian Perencanaan membuat Sura t 
Tugas dan d imin takan pengesahan oleh Inspektur . 

4) S u r a t Tugas yang sudah ditandatangani oleh Inspektur 
d i se rahkan oleh Sekretar iat mela lui S u b Bag ian Perencanaan 
kepada Ke tua T im . 

5) Pengendali Mutu , Pengendali Tekn is , dan Ke tua T i m me lakukan 
rapat koordinasi u n t u k mempers iapkan pemer iksaan yang a k a n 
d i l akukan ; 

6) Ke tua T i m membuat dan mengisi form pers iapan audit dengan 
berpedoman pada Keputusan Inspektur tentang Pedoman Kendal i 
Mu tu Audi t di l ingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar . 

7) D i l a k s a n a k a n Pers iapan Survey Pendahu luan yang d i l aksanakan 
oleh Pengendali Tekn is , Ke tua T im , dan Anggota T im . 

b. Pengumpulan dan penelaahan informasi awa l mengenai obyek yang 
diper iksa. 
Menghimpun dan menelaah data dan informasi yang berkaitan 
dengan obyek yang d iper iksa an ta ra la in : 
1) Pera turan Perundang-undangan. 
2) Da ta u m u m obyek yang diper iksa. 
3) Laporan pe laksanaan program/kegiatan dar i obyek yang a k a n 

diper iksa. 
4) Laporan Has i l Pemer iksaan aparat pengawasan sebelumnya. 
5) Sumber informasi la in yang dapat memberi keje lasan mengenai 

pe laksanaan program/kegiatan obyek yang a k a n diper iksa. 
< . Pen jmsunan Program Ker ja Pemer iksaan (PKP). 

P enyusunan Program Ker ja Pemer iksaan oleh Ke tua T i m dengan 
berpedoman pada Keputusan Inspektur tentang Pedoman Kendal i 
Mu tu Audi t di l ingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar . 

2. Pe l aksanaan Pemer iksaan 
a. Per temuan awa l {entry briefing). 

1) Pengendali Mutu/Pengendali Tekn i s memimpin pertemuan awal 
dengan Kepala instansi/perangkat daerah/obyek 
pemer iksaan/yang mewaki l i , u n t u k menyampa ikan m a k s u d dan 
tu juan pemer iksaan; 

2) Menyampaikan sura t per intah tugas dan s tandar pemer iksaan 
terkait dengan et ika per i laku pemer iksa pada saat proses 
pemer iksaan. 
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b. Kegiatan Pemer iksaan dan Pengendalian Berjenjang. 
1) Pengendali teknis mengendal ikan teknis pe laksanaan kegiatan 

pemer iksaan; 
2) Ke tua T i m memimpin pe laksaan tugas pemer iksaan pada obyek-

obyek yang a k a n diper iksa sesua i dengan program kerja 
pemer iksaan; 

3) Angota T i m menyusun Kertas Ker ja Pemer iksaan (KKP) sesuai 
dengan tahapan/program kerja pemer iksaan; 

4) Ke tua T i m me l akukan review terhadap ker tas ker ja yang dibuat 
oleh Anggora T i m ; 

5) Pengendali teknis me l akukan superv is i pemer iksaan yang sedang 
ber langsung dan mengisi form Lembar Rev iu Superv is i dengan 
berpedoman pada Keputusan Inspektur tentang Pedoman Kendal i 
Mu tu Audi t di l ingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar 

6) Penanggung J a w a b Pembantu dan Pengendali Mu tu me lakukan 
superv is i pemer iksaan yang sedang berlangsung dan mengisi form 
Lembar Rev iu Superv is i dengan berpedoman pada Keputusan 
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang 
Pedoman Kendal i Mutu Audit di l ingkungan Inspektorat 
Kabupaten Karanganyar 

7) Uj i pet ik/mater ial i tas dilengkapi dengan buk t i pemer iksaan yang 
J memadai ; 

8) Ke tua T i m mengkomunikas ikan data dan kes impulan has i l 
pemer iksaan sementara, serta me l akukan konf i rmasi kepada 
pe laksana obyek yang diper iksa; 

c. P enyusunan Naskah dan Laporan Has i l Pemer iksaan dan review 
berjenjang. 
1) T i m pemer iksa menyusun Konsep Naskah Has i l Pemer iksaan 

yang memuat t emuan dan ha l -ha l yang per lu menjadi perhatian. 
2) T i m pemer iksa men5aisun Konsep Laporan Has i l Pemer iksaan 

yang memuat kes impulan has i l pemer iksaan (temuan, ha l -ha l 
yang per lu menjadi perhat ian, kr i ter ia , sebab, dan akibat) ; 

3) Ke tua T i m me l akukan rev iu atas lembar t emuan pemeriksaan 
yang dibuat oleh Anggota T i m menggunakan bolpoint w a r n a 
h i tam. 

4) Pengendali teknis me lakukan rev iu terhadap Konsep Naskah 
Has i l Pemer iksaan yang dibuat oleh Ke tua T i m dan Anggota T i m 
dengan menggunakan ballpoint berwarna h i j au ; 

5) Penanggung J a w a b Pembantu me l akukan rev iu terhadap Konsep 
Naskah Has i l Pemer iksaan yang dibuat oleh Ke tua T i m dan 
Anggota T i m dengan menggunakan ballpoint berwarna ungu; 

6) Pengendali Mu tu me lakukan rev iu terhadap Konsep Naskah Has i l 
Pemer iksaan menggunakan ballpoint berwarna merah; 

7) T i m pemer iksa menerbi tkan Naskah Has i l Pemer iksaan yang 
di tandatangani oleh T i m Pemer iksa (Pengendali Mu tu s/d Anggota 
Tim) . 

d. Per temuan A k h i r {exit briefing) 
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1) Naskah Has i l Pemer iksaan d isampaikan kepada p impinan obyek 
yang diper iksa/yang mewaki l i ; 

2) P impinan obyek yang diper iksa dapat mengajukan tanggapan 
terhadap has i l pemer iksaan dengan k lar i f ikas i dengan 
menyer takan bukt i dukung yang d iper lukan; 

3) Kedua belah p ihak menandatangani Ber i ta Aca ra Pertemuan 
Akh i r dan Naskah Has i l Pemer iksaan. 

4) Apabi la audi t i t idak bersedia menandatangani n a s k a h has i l 
pemer iksaan m a k a t idak mempengaruhi subs tans i laporan has i l 
pemer iksaan. 

3. Pelaporan Has i l Pemer iksaan. 
a . Se lambat- lambatnya 15 ( l ima belas) ha r i setelah selesai me lakukan 

pemer iksaan, T i m Pemer iksa wajib menyelesaikan laporan has i l 
pemer iksaan. 

). T i m Pemer iksa menyusun Laporan Has i l Pemer iksaan (setelah 
d i sesua ikan dengan n a s k a h has i l pemer iksaan yang ditandatangani 
kedua belah pihak) dan ditandatangani Inspektur u n t u k 
d i sampa ikan kepada Bupa t i . 
T i m Pemer iksa meny iapkan Koreks i Intern (KI) berupa Sura t 
T indak lan ju t Has i l Pemer iksaan yang ditandatangani Bupa t i . 
Ker tas Ker ja Pemer iksaan d i susun da lam s a t u berkas dan 
d ia rs ipkan di masing-masing T i m Pemer iksa. K K P adalah mi l ik 
Inspektorat dan dapat d igunakan sebagai referensi tugas-tugas 
pengawasan ber ikutnya. 

E . Prosedur Pemeriksaan Kasus/Penanganan Pengaduan Masyarakat 
1. Pengaduan dibuat mela lui sura t aduan , yang d i tu jukan secara 

ked inasan kepada Inspektur ; 
2. Pengaduan sebagaimana d imaksud pada d iadmin is t ras ikan 

Sekretar iat/Subbagian u m u m ; 
3. Pengkajian subtans i aduan d i l akukan oleh Sekretar is , Kasubag 

Perencanaan dan Inspektur Pembantu sesua i dengan bidang 
kewenangannya u n t u k mengidentif ikasi kadar pengawasan dan 
permasa lahan, dengan rekomendasi: 
a . D ikoord inas ikan dengan p impinan perangkat daerah yang 

berwenang/ membidangi; 
b. D i l a k u k a n k lar i f ikas i ; 
c. D i l a k u k a n pemer iksaan kasus/invest igas i ; 
d. A t a u t idak memenuhi u n s u r kewenangan kelembagaan dan kejelasan 

pelaporan. 
4. Has i l pengkajian d i sampa ikan kepada Inspektur ; 
5. Inspektur m e l a k u k a n pengkajian lebih lanjut dan menyampaikan 

rekomendasi penanganan pengaduan kepada : 
a. Sekretar is , d i rekomendasikan agar d ikoordinas ikan dengan pimpinan 

perangkat daerah yang berwenang/membidangi; 
b. Inspektur pembantu sesuai dengan bidang kewenangannya, 

me l akukan k lar i f ikas i ; 
c. T i m Pemer iksa , me l akukan pemer iksaan k h u s u s ; 
d. Kasubbag Perencanaan, apabi la t idak memenuhi u n s u r kewenangan 

kelembagaan dan keje lasan pelaporan. 
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6. Has i l koordinasi , k lar i f ikas i dan rencana pemer iksaan k h u s u s d i susun 
dan di laporkan kepada Inspektur . 

7. Tahapan proses pemer iksaan dar i pers iapan pemer iksaan, pe laksanaan 
pemer iksaan dan pelaporan has i l pemer iksaan, sebagaimana 
pemer iksaan operasional/pemeriksaan reguler/ pemeriksaan 
komprehensif , pemer iksaan kiner ja , pemer iksaan dengan tu juan 
tertentu (PDTT), d i tambah 1 (satu) akt iv i tas/ kegiatan sebelum 
penerbitan Laporan Has i l Pemer iksaan ya i tu Ekspose Has i l 
Pemer iksaan dengan langkah- langkah sebagai ber ikut: 
a. Se lambat- lambatnya 7 (tujuh) ha r i ker ja setelah selesai me lakukan 

pemer iksaan, T i m Pemer iksa wajib m e l a k u k a n ekspose has i l 
pemer iksaan oleh Ke tua T im ; 

b. Ekspose konsep laporan has i l pemer iksaan oleh T i m Pemer iksa 
dipimpin Inspektur dan dihadir i oleh T i m Pemer iksa dan min imal 
oleh 2 (dua) Inspektur Pembantu, 2 (dua) Pengendali Tekn i s dan 4 
(empat) Ke tua T i m . 

c. D ibuat notulensi ekspose sesuai ketentuan. 

F . Prosedur Pemeriksaan Khusus 
1. Dasar penugasan pemer iksaan k h u s u s : 

a . Penugasan pemer iksaan k h u s u s berdasarkan perintah/disposisi 
Bupa t i , didisposisi Inspektur kepada Inspektur Pembantu yang 
membidangi setelah d iadmin is t ras ikan di Sekretar iat ; 

b. Penugasan pemer iksaan k h u s u s berdasarkan t indaklanjut 
rapat/koordinasi teknis d ibuatkan nota d inas oleh Inspektur/yang 
mewaki l i inspektur da lam rapat/koordinasi teknis , ber is i subtans i 
permasa lahan yang per lu di t indaklanjut i ; 
Penugasan pemer iksaan k h u s u s berdasarkan has i l ka j ian tertentu, 
didisposisi Inspektur kepada Inspektur Pembantu yang membidangi 
setelah d iadmin is t ras ikan di Sekre ta r i a t ; 

d. Penugasan pemer iksaan k h u s u s berdasarkan pengembangan dar i 
pemer iksaan reguler/komprehensif, d ia jukan oleh T i m Pemer iksa 
kepada Inspektur , didisposisi Inspektur kepada Inspektur Pembantu 
yang membidangi setelah dicatat di Sekretar iat . 

2. Pengkajian penugasan d i l akukan oleh Sekretar is , Kasubag Perencanan 
dan Inspektur Pembantu sesuai dengan bidang kewenangannya u n t u k 
mengidentif ikasi kadar pengawasan dan permasa lahan, dengan 
rekomendasi : 
a. D ikoord inas ikan dengan p impinan perangkat daerah yang 

berwenang/ membidangi; 
b. D i l a k u k a n k lar i f ikas i ; 
c. D i l a k u k a n pemer iksaan khusus/ invest igas i/ lan jutan; 
d. A tau t idak d i l a k u k a n pemer iksaan apabi la t idak memenuhi u n s u r 

kewenangan kelembagaan dan keje lasan pelaporan. 
3. Has i l pengkajian d i sampa ikan kepada Inspektur ; 
4. Inspektur m e l a k u k a n pengkajian lebih lanjut dan menyampaikan 

rekomendasi penanganan pengaduan kepada : 
a. Sekretar is , d i rekomendasikan dikoordinasikan dengan pimpinan 

perangkat daerah yang berwenang/membidangi; 
b. Inspektur pembantu sesuai dengan bidang kewenangannya, 

d i l a k u k a n k lar i f ikas i ; 
c. T i m Pemer iksa, d i l akukan pemer iksaan k h u s u s ; 
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d. Kasubag Perencanaan, apabi la t idak memenuhi u n s u r kewenangan 
kelembagaan dan keje lasan pelaporan. 

5. Has i l koordinasi , k lar i f ikas i dan pemer iksaan k h u s u s d i s u s u n dan 
di laporkan kepada Inspektur . 

6. Tahapan proses pemer iksaan dar i Pers iapan Pemer iksaan, Pe laksanaan 
Pemer iksaan dan Pelaporan Has i l Pemer iksaan, sebagaimana 
pemer iksaan operasional/pemeriksaan reguler/ pemeriksaan 
komprehensif, pemer iksaan kiner ja, pemer iksaan dengan tu juan 
tertentu (PDTT), d i tambah 1 (satu) akt iv i tas/ kegiatan sebelum 
penerbitan Laporan Has i l Pemer iksaan ya i tu Ekspose Has i l 
Pemer iksaan dengan langkah- langkah sebagai ber ikut: 
a. Se lambat- lambatnya 7 (tujuh) har i ker ja setelah selesai me lakukan 

pemer iksaan, T i m Pemer iksa wajib m e l a k u k a n ekspose has i l 
pemer iksaan oleh Ke tua T im ; 

b. Ekspose konsep laporan has i l pemer iksaan oleh T i m Pemeriksa 
dipimpin Inspektur dan dihadir i oleh T i m Pemer iksa dan min imal 
oleh 2 (dua) Inspektur Pembantu, 2 (dua) Pengendali T ekn i s dan 4 
(empat) Ke tua T i m . 

c. D ibuat notulensi ekspose sesuai ketentuan. 

G. Dukungan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efektivitas dan 
Ef is iensi Peran Pengawasan Intern. 
Standar Audit 3000 menyebutkan bahwa "P impinan AP IP h a r u s mengelola 
kegiatan audi t intern secara efektif u n t u k memast ikan bahwa kegiatan 
audit intern member ikan ni la i tambah bagi audit i " . U n t u k mewujudkan 
ha l tersebut d iper lukan adanya dukungan teknologi informasi dalam 
bentuk penggunaan s istem informasi pengawasan yang mampu 
membantu manajemen APIP da lam pemenuhan terhadap standar audit, 
k h u s u s n y a S tandar Pe laksanaan dan Standar Komun ikas i , baik dalam 
rangka penugasan Pemberian Keyak inan m a u p u n Konsu l tas i . 
Oleh ka r ena i tu , Inspektorat Kabupaten Karanganyar per lu 
mengembangkan s is tem informasi pengawasan yang dapat membantu 
mengintegrasikan s e lu ruh proses da lam manajemen pengawasan mula i 
dar i tahap perencanaan, pe laksanaan dan pelaporan has i l pengawasan. 
Da lam ta taran yang lebih ideal, s istem informasi pengawasan tersebut 
merupakan bagian integral dar i ars i tektur s istem informasi pembangunan 
daerah yang per lu dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar . Sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang 
akuntabe l d imana fungsi pengawasan intern a k a n menjadi bagian penting 
dan t idak t e rp i sahkan dar i penyelenggaraan pemer intahan tersebut. 

I N S P E K T U R 
K A B U P A T E N KARANGANYAR 

O, MM 
kna Muda 

Drs. SUCi 
Pembina Ut 
NIP. 19620106 198903 1 010 
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